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ABSTRAC

One of the unlawful act which is classified as an act of persecution is Domestic
Violence (domestic violence).

Domestic violence is an act against someone, especially women cause a hardship or
suffering physical, sexual, psychological and / or penelantaraan household including
threat to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the
household (Article 1 Paragraph 1 Law No.23 2004).

The problem of this study as follows What factors, criminal incident of abuse
occurred within the family and How the protection of the law and legal policy in
tackling criminal incident of abuse in the family.

Violence in the family described as a pattern of behavior that is offensive or that
create the threat of force or physical harm done by a partner or is widely cited as
violence or abuse of power by one family member to another member, in violation of
the rights indivudu.Legal provisions relating dengnan mayhem in this family is the
Law. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Expect that the results of
this study to improve the protection of law and policy in the handling of cases of
abuse of the family.

This research was conducted at the Medan District Court.Violence in the family can
no longer be viewed as a problem of the individual, but it is a social problem in the
community related to all forms of abuse, violence, cruelty and devotion to human
dignity. Violence against women is a reflection of male power and female
vulnerability is a manifestation before men, and even a picture of injustice.

The factors underlying the occurrence of acts of domestic violence are: Lack of
communication between husband and wife, there is no harmony in the household,
wife of error, incompetence economy economically, the husband committed aduitery,
the influence of liquor, as a result of forced marriages of the family, community and
culture.

PDKRT Act protection was also divided into temporary protection and protection
with the court order and the services provided by the institution and institute
appropriate duties and functions of each: protection by the police in the form of
temporary protection,

Protection by Advocate, protection by the court order of protection in addition to the
consideration of the dangers that may arise against the€ victim, essential health
services, especially in efforts to provide means of sanctions against perpetrators of
domestic violence, social worker services, volunteer services provided to the victim's
companion, the spiritual care given meeberikan explanation for the right deal,
kewajiaban provide reinforcement of faith and piety to the victim.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana untuk membuktikan
kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian
juga halnya mengenai tindak penganiayaan hanya dibatasi penganiayaan dalam
keluarga. ]

Peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang
dilanggar, bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur
yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletaj luar dari sipembuat dan juga unsur
yang bersifat obejektif yaitu unsur yang terdapat pada diri sipembuat itu sendiri.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu
saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulanginya apabila kebutuhan
tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu
saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dibutuhkan dapat saja dengan
melawan hukum.

Salah satu perbuataan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu
perbuatan penganiayaan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik,seksual,psikologis dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat 1 UU No.23°2004).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang
Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah).
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2. Dalam hal perbuatan sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta
rupiah). )

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan denda paling
banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain KUHPidana maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan
penganiyaan dalam keluarga ini adalah undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagimana ditentukan dalam
Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2004 meliputi:

a. Suami, isteri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
dan atau,

c. Jadi yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana ditengah-tengah keluarga maka
instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan
demikian sipetku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta
pertanggungjawabannya.
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1.2. Perumusan Masalah
Adapun masalah dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Faktor-faktor apa, terjadi peristiwa pidana penganivaan dalam keluarga?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan hukum dalam

menanggulangi peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga?

1.3. Tujuan Khusus
1. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
penganiyaan dalam keluarga.
2. Menganalisis perlindungan hukum dan kebijakan hukum penerapan
sanksi pidana dalam praktek hukum penganiyaan dalam keluarga

menemukan dan mengembangkan, mengkaji kebenaran suatu peristiwa
hukum.

1.4. Urgensi Penelitan

1. Kekerasan dalam keluarga dengan disebutkan sebagai pola perilaku yang
bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau
mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau secara
luas disebutkan sebagai penyalahgunaan kekerasaan atau kekuasaan oleh
salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak
indivudu.

2. Ketentuan hukum yang berhubungan dengnan penganiyaan dalam
keluarga ini adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengharapkan bahwa
hasil penelitian ini untuk meningkatkan perlindungan hukum dan
kebijakan dalam penangan kasus penganiyaan keluarga.

Oleh Kkarena itu pentingnya penulis meneliti yang berkaitan dengan

Penganiyaan dalam keluarga.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Delik
Delik didalam kamus bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap
undang-undang tindak pidana.
Delik berasal dari bahasa latin yakni Delictum. Dalam bahasa Jerman disebut
Delict dalam bahasa perancis disebut c‘ielit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict.
Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentag delik tersebut
diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum perbuatannya tetapi manusianya.
Jika dilihat Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan
boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang
telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Lebih tepatnya seperti disampaikan Van
Hattum bahwa perbuatan orang yang melakukannya sama sekali tidak dipisahkan.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan
didalam KUHPidana, yang terdiri atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran
(overtredingen). Penggolongan atau kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan
penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun didalam Buku II KUHPidana dan
pelanggaran disusun didalam Buku III KUHPidana. Undang-undang hanya
memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan
arti jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuaan mencoba untuk memberikan ukuran atas

perbed;an dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah crimineel-onrecht dan pelanggaran adalah politie-onrecht.
Criminal onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak
mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.

2. Kejahatan aadalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten)

seperti pembunuhan, pencurian dan sebagaimnya atau juga membahayakan
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2.2 Delik Aduan

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang
diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari korban peristiwa
pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan
hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa
pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut
atas pengaduan (pemintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana
semacam ini biasa disebut delik aduan.

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi
orang yang bersangkutan lebih untuk tidak menuntut perkara itu dari pada
keuntungan bagi pemerintah jika dilakukan penuntutan.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang
perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang
berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduaan maka delik
tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Delik absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada
pengaduan seperti tersebut dalam Pasal 284, 287, 293, 310 dan berikutnya

Pasal 332, 322 dan Pasal 369 KUHPidana.

2. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasasnya bukan merupakan delik aduan,
akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal

367 lalu menjadi delik aduan. Delik aduan ini tersebut dalam Pasal 367, 370,

394 dan Pasal 411 KUHPidana.

KUHPidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan,
akan tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUHPidana dimana pasal ini
menetukan bahwa pencurian adalh merupakan delik aduan, yang maksudnya
penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang
dirugikan, sedangka selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas
diatur dalam pasal 72 ayat 1 KUHPidana yaitu : Jika kejahatan yang hanya boleh
dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umumya belum cukup enam
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belas tahun (curatele) lain orang bukan sebab keborosan, maka selama dalam
keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara
sipil.
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana
adalah membicarakan tiga hal:
1. Perbuatan yang dilarang.
Dimana dalam pasal-pasal ada di kemukakan masalah mengenai perbuatan
yang dilarang dan juga mengenai‘ masalah pemidanaan seperti yang termuat
dalam Title XXI Buku II KUHPidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatn yang dilarang (tindak pidana) yaitu
setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas
perbuatnnya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap sipelaku yaitu hukuman yang
dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik

hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

23. Penganiyaan dalam KUHPidana dan dalam UU N0.23 Tahun 2004

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana
Indonesia seseorang yang dapat di pidana tidak cukup apabila orang tersebut telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan
hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi
syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memepunyai kesalahan atau
bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatnnya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatnnya itu dapat
dipertanggung jawabkan, disinilah tiada pidana tanpa kesalahan (Nulum poena sine
Culpa).
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Penganiyaan berdasarkan Pasal 351 KUHPidana. Pasal 351 KUHPidana
berbunyi sebagai berikut:
1. Penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun
delapan bulan atau denda sebanyak-banayaknya Rp. 4.500,-.
2. Jika perbuatan itu berakiabat luka berat, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum selamanya
tujuh tahun. )
4. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum (KUHPidana
Pasal 37,53,1845,3535,356,487).
Mengamati Pasal 351 KUHPidana maka ada 3 (tiga) jenis penganiyaan biasa yakni:
1. Penganiyaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
2. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
3. Penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang.
Penganiyaan yang diatur KUHPidana terdiri dari:
1. Penganiyaan berdasarkan Psal 351 KUHPidana yang dirinci atas:
a.  Penganiyaan biasa,
b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
c.  Penganiyaan yang mengakibatkan orang mati.
2. Penganiyaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHPidana.

3. Penganiyaan berencana yang itur oleh Pasal 353 KUHPidana dengan rincian
sebagai berikut:
a. Mengakibatkan luka berat.
b.  Mengakibatkan orangnya mati
4. Penganiyaan berat yang diatur Pasal 354 dengan rincian sebagai berikut:
a.  Mengakibatkan luka berat,

b.  Mengakibatkan orangnya mati.
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5. Penganiyaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHPidana dengan
rincian sebagai berikut:

a.  Penganiyaan berat dan berencana.

b.  Penganiyaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain itu diatur pula Bab XX (penganiyaan oleh Pasal 358 KUHPidana,
orang-orang turut pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh
beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 370 KUHPidana sebab perkelahian
pada umumnya penggunaan kekerasaan di muka umum.

Jadi ada tiga jenis penganiyaan, penganiyaan dalam arti umum, penganiyaan
ringan dan penganiyaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga jenis penganiyaan
ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan
dalam Pasal 453 KUHPidana. Pembangian jenis penganiyaan tersebut, perlu dikaji
lebih seksama, khususnya terhadap jenis penganiyaan ringan dan penganiyaan
berencana.

Istilah penganiyaan tidak dikenal dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.
Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasana, tetapi apabila dilihat dari akibat
perbuatan penganiyaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan
hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun
2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menururt Pasal 1
angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23
Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psiklogis dan
atau penel'ataran rumah tangga termasuk ancaman unfuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.

Sedangkan jnis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-

mndang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 yaitu :

10
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Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. Kekerasan Fisik

2. Kekerasan Psikis

3. Kekerasan Seksual

4. Penelantaran Rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh
sakit atau luka berat. .

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangny kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksyal yang dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga .

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelataran dalam rumah tangga adalah:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
petjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantuangan ekonomi dengan cara membatasi dan
atau' melarang untuk bekerja yang layak didalam afau diluar rumah sehingga
korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Budi Sampurna membagi kekerasan terhadap keluarga dari dua segi yaitu:
1 Kekerasan dalam keluarga (domestic violence intimate partner violence).

2. Kekerasan Seksual.

11
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Apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang
berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksan tingkat
pengadilan, dimana ditingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya
dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai
keselahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan
segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak tersangka juga harus
tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka ditingkat pengadilan inilah
dapat dibuktikan mengenai kesalahan yag didakwakan padanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu
pemeriksaan pendahuluan dan periksa dalam persidangan, dimana masing-masing
pengertian dari pemriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan  pendahuluan  yaitu pemeriksaan yang  dilakukan
pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung
diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau
pelanggaran.

2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri
terdakwa didepan sidang pengadilan yang akan mengadili atas
perbauatanya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-
pelanggaran.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah kita ketahui bahwa
periksaan dapat dimaksud adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan  keidnetikan tersangka dan atau saksi atau
barang bukti maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebit menjadi jelas dan
dismangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka
selamjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang
dimpukan.

13
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Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam
ketentuan pasal 205 ayat 1 KUHAP yang isinya sebagai berikut: yang diperiksa
menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan
pidana penajra atau kurungan paling lama tiga bulan denda sebanyak-banyaknya
Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Sedangkan mengenai pelanggran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan pasal
211 KUHAP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan
singkat ialah perkara pelanggran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan

lalu lintas jalan. Untuk perkara pelanggran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita

acara pemeriksaan.

15

UNIVERSITASMEDAN AREA



3.1.

3.2,

33.

34.

BABIII
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama
perempuan dan khusunya kekerasan Fisik, berdasarkan dengan UU No.23
Tahun 2004 Pasal 5 tentang kekerasan fisik. Berdasarkan uraian tersebut

maka kasus yang berkaitan KDRT diperoleh di pengadilan Negeri Medan.

Alat Pengumpulan Data

a.

Observasi kasus Penganiyaan dengan objek keluarga/KDRT di
Pengadilan Negeri Medan.
Wawancara yakni tanya jawab dengan para informan atau pihak yang

terkait dengan masalah penelitian secara akurat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a.

Penelitian Kepustakaan (Library Researchy

Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang masih
bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat,
ir'lternet dan data-data yang diperoleh relevan dengan penelitin.

Penelitian Lapangan (Field (Research)

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung
di Pengadilan Negeri Medan.
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Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat
serta membantu pengajuan permohonan penatapan perlindungan baik langsung
maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni tindak
penganiyaan, kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi natkah dan
kehidupan.

Tindak kekerasan yang diatul: dalam PDKRT ini mempunyai sifat
khas/spesifik, misalnya peristiwa itu terjadi didalam rumah tangga, korban dan
pelakunya terikat hubungan kekerasan atau hubungan hukum tertentu lainnya, serta
berpotensi dilakukan secara berulang (pengulangan) dengan penyebab (causa) yang
lebih kompleks dari tindak kekerasan pada umunya. Itu sebabnya, tindak kekerasan
ini lebih merupakan persoaln sosial yang tidak hanya dilihat dari perspektif hukum.
Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif, melalui proses sosial, hukum,
psikologi, kesehatan dan agama dengan melibatkan berbagai didiplin, lintas institusi
dan lembaga.

Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara
individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan
segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian terhadap martabat
manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi kekuasaan laki-laki dan
merupakan perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan
merupakan gambaran dari ketidakadilan.

Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos
bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakan dalam hubungan perempuan
laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai
pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi

kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran terhadap pehaman agama.
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Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHPidana merupakan sanksi
sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat dalam Rancangan
Undang-undang KUHPidana 1993, dapat diperkirakan adanya kekurangan.

a. Pengaturan Penganiyaan Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004

Istilah penganiya!an tidak dikenal dalam Undang-unag No.23 Tahun 2004.
Undang-undang tersebut hanya istilah kekerasan, tetapi apabila dilihat dari akibat
perbuatan penganiyaan, maka akibat t;rsebut juga dialami karena kekerasan. Dengan
hal tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan. Dengan hal

tersebut maka penganiyaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun
2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1
angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual.psikologis dan atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau

perampasan kemerdakaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang No.23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5 nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

1. "Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis

3. Kekerasan atau

4. Penelantaran rumah tangga

Menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No.23 tahun 2004 Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka ringan/berat.
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Kekerasan Psikis perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk betindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita

psikis berat pada seseorang.

Untuk kekerasan seksual Budi Sampurna menjelaskan adalah setiap penyerangan
yang bersifat seksual terhadap keluarga, baik telah terjadi persetubuhan atu tidak dan

tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang No.23 Tahun kekerasan seksual
| meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga dimaksud.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan-

tujuan tertentu lainnya.

Oleh Budi Sampurna kekerasan seksual tersebut dibagi dalam:

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan.
Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan
atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi
pada anak-anak, yang terjadi karena segala keterbatasan pengalaman dan
penalarannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuannya

secara sempurna, sehingga dianggap persetujuan yang sah.

14

b. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan.

Pelanggaran seksual degan unsur pemaksaan ini diberi terminologi yaitu
perkosaan. Delik ini telah diatur dalam Pasal 285 KUHP harus memenuhi
Unsur adanya kekerasan/ancaman kekerasan, adanya persetubuhan dan

korban adalah keluarga yang bukan isterinya.
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Perbuatan pemaksaan persetubuhan oral atau anal atau perbuatan paksa
memasukkan sesutu yang bukan penis kedalam vagina atau anal, taupun pemaksaan
persetubuhan terhadap isterinya sendiri tidak termasuk kedalam terminologi
perkosaan. Meskipun demikian KUHPidana mengenal adanya perbuatan cabul
dengan paksa yang diancam dengan Pasal 289 yang dapat digunakan.

Ada suatu masalah yang menarik tentang perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan kekerasan terhadap keluarga menurut Undang-undang No.23 tahun
2004 khusunya tentang ketentuan Pasal 8 huruf a yang menjelaskana bahwa
“kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ meliputi pemaksaan

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah

tangga tersebut.

Sebenarnya apabila d;lihat dari keberadaan lahirnya Undang-undang No.23
Tahun 2004 adalah disebabkan desakan dunia dan juga keterbatasan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tidak membedakan jender sipelaku dan korban tindak pidana
apakah lelaki atau keluarga, padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh
korban yang keluarga jauh lebih besar dari lelaki. Kerugian yang diderita tidak saja
bersifat material tetapi juga immaterial yang antara lain berupa kegoncangan
emosional dan psikologis yang Ingsug atau tidak langsung akan mempengaruhi masa

depannya, kehidupan pribadinya, kariernya, anak-anakanya dan keluarga.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak keluarga, seorang gadis atau setelah
bersuami adalah sama beratny apabila ia menerima akibat kekerasan dari seorang
laki-laki, baik dalam status ayah, saudara atau suami. Mengingat lebih dari setengah
penduduk Indonesia adalah golongan keluarga, maka tindak kekerasan terhadap kaum
keluarga kalau tidak cepat diantisipasi dan menangulangi baik kualitas maupun
kuantitasnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh
terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukanlah keluarga merupakan dasar

tumbuh kembangnya masyarakat.
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Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan “setiap orang yang melakukan
perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Runtutan dari Pasal 8 dan 46 ditas dapat pula dilihat pengaturannya dalam
Pasal 53 Undang-undang No.23 Tahun 2004 yang berbunyi ‘Tindak pidana kekerasan
seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebalikanya merupakan delik aduan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual tersebut adalah pemaksaan hubungan
seksual antara suami dan isteri. Sehingga isteri dapat mengadukan suaminya kepihak
| berwajib telah melakukan kekerasan, dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun

atau denda Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Selain bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diuraikan terdahulu bentuk-bentuk
kekerasan lainnya khususnya dalam hubbungannya dengan perbuatan yang
dikategorikan kekerasan terhadap keluarga sebgaiman diatur dalam Pasal 9 Undang-
undang No.23 tahun 2004 yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang menelantarakan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap
grang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi Qegan cara membatasi
dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah

sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak-tindak

kekerasan yang telah diatur lebih banyak yang merupakan tindak kekerasan secara
fisik.
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Rumusan mengenai tindak kekerasan ini sebagai bersifat umum dilihat dari

segi korban;

Pornografi (Pasal 282 KUHPidana dan seterusnya).
Perbuatan cabul (Pasal 290 KUHPidana dan seterusnya).
Penganiyaan (Pasal 351 KUHPidana dan seterusnya).
Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).

o= B

Penculikan (Pasal 328 KUHPidana an seterusnya).

Ketentuan pidana yang secara khusus menyebut keluarga sebagai korban hanyalah

yang berkenan dengan:

1. Perkosaan ( Pasal 282 KUHPidana).

2. Pengguguran kandungan tanpa seizin keluarga yang bersangkutan (Pasal
347 KUHPidana).’
Perdagangan keluarga (Pasal 297 KUHPidana).

4. Pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana dan seterusnya).
Melarikan keluarga (Pasal 332 KUHPidana).

b. Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan

Pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP pengaduan
adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang

telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Dengan demikian pengaduan meruapkan pemberutahuan dari seseorang kepada
pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian

kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam Pasal 367 ayat 92 KUHPidana.

Adapun pihak yang berhak menyampaikan pengaduannya adatah:
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a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban
peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada
penyidik atau penyelidik.

b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana terhadap ketenteraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau
terhadap hak mili wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada
penyelidik atau penyidik.

c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi
peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu

kepada penyelidik atau penyidik.
Dari uraian diatas, undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor;

a. Orang yang berhak melapor atau pelapor
Orang tertentu, yakani orang yang mengalami, melihat, meyaksikan
atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi,
berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik.
Pada ketentuan ini, hak meyampaikan laporan atau pengaduan,
tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak
dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor
adalah relistis dan menjamin kebenaran dan  Kkeobjektifan
pendengaran. Kadang-kadang apa yang didengar tidak sesuai dengan
yang sebenamnya.

b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum.
Ini adalah kebalikan yang® pertama sifat pelaporan merupakan
hak, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau
mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat
pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang yang tertentu,
yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk metakukan
tindak pidana terhadap ketentaraman umum, atau terhadap

jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka
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melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak

pidana.

Sesuai dengan ketentuan Pasal dan Pasal 7, dihubungkan pula dengan Pasal 108

KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada:

a. Penyelidik atau
b. Penyidik atau
c. Penyidik pembantu

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, pelapor atau
pengadu dapat pemilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan.

Boleh kepada penyelidik atau langsung kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Untuk menjelaskan hal ini kembali meneliti ketentuan Pasal 108 ayat 1,4,5 dan
6. Menurut ketentuan tersebut, bentuk laporan atau pengaduan:

a. Dapat dilakukan dengan lisan atau

b. Dilakukan dengan tulisan

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan/pengaduan:

a. Kalau laporan berbentuk lisan, laporan atau pengaduan lisan tersebut
dicatat ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan sipenerima laporan
(penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu).

b. , Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik,
penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan
ditandatangani pelapor pengadu.

c. Jika dalam hal pelopr/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat
catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 Ayat 3).
dari masyarakat atau dari pelapor/pen tanda terimaanya surgadu. Dengan

adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebgai bukti pelaporan atau
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pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan
laporan/pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidaka
manangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan
dapat menyampaikan hal itu kepihak atasan dengan memperlihatkan bukti
tanda penerimaan pengaduan.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarkat yang merasa
pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas
dalam kehidupan masyrakat atas pengalaman praktek penegakan hukum
yang mendiamkan pengadl;an mereka.

d. Akibat dari keadaan diatas timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan
tindak pidana yang dialaminya setelah pejabat (penyelidik, penyidik,
penyidik pembantu) mnerima laporan/pengadu, pejabat penyelidik atau
penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan
kepada yang bersangkutan (Pasal 108 Ayat 6).

Surat tanda penerimaan pengaduan, gunanya sebagai sarana pengawasan,
berlalu begitu saja tanpa dilaporkan/diajukan kepada pejabat penyelidik atau
penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya. Malah ada sebagian
yang sudah rela mengeluarkan sekian banyak biaya, tetapi penyelidikan tidk digubris
ataupun lamban berjalan. Memang kalau dipikir sering terjadi kelucuan alam
kehidupan ini. Pelapor sudah jadi korban kejahatan, namun dipermainkan dengan

segala macam biaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berlakunya Kitab Undang-undang
Hukum acara Pidana yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1981 kita telang berusaha
untuk menempatkan harkat dan martabat manusia ditempat yang semestinya dan

ingin melaksanakan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana ada 3 (tiga0 kepentingan yang harus

diperhatikan dan harus mendapat jaminan sepenuhnya yaitu:

a. Kepentingan negara atau pemerintah termasuk alat-alat perlengkapannya.
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Kepentingan ini undang-undang telah mengaturnya secara jelas, misalnya
bahwa negara harus dilindungi dari segala macam perbuatan yang
membahayakan keselamatannya baik dari siapapun datangnya.

b. Kepentingan masyarakat.
Kepentingan masyarakt haruslah terjamin keselamatan dan keamananya
dari berbagai tindak-tindak pidana yang ada ditengah-tengah masyarakat.
Otleh karena itu masyarakat harus dilindungi dari segala ancaman-ancaman
tindak pidana. '

c. Kepentingan orang yang dituntut atau dituduh.
Kepentingan orang yang dituduh sudh sepantasnya sebelum dinyatakan
bersalah oleh hakim dari hasil pemeriksaan sidang perkara tersebut. la tetap
dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap,

sebagaimana azas yang dianut oleh KUHAP yaitu azas praduga tak
bersalah, sebagimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun
1970 jo Pasal 66 KUHAP.

Dengan adanya jaminan hak dari tersangka tersebut dalam suatu perkara
pidana, maka disetiap tingkat pemeriksaan haruslah mempergunakan sistem

pemeriksaan yang dianut oleh undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Mengenai sistem pemeriksaan ini kita kenal dengan dua (2) sistem pemeriksaan

yaitu :
a. . Sistem Accusataoir

Sistem ini menganggap bahwa seorang tersangka/terdakwa sebagai subjek
yang berhadapan dengan pihak lain yang berhadapan dengan pihak yang
memeriksa yaitu Kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa sehingga
kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya dan
hakim berada diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara

antara mereka menurut peraturan hukum yang berlaku.

33

UNIVERSITASMEDAN AREA




Sistem inilah yang dipergunakan untuk mengadakan pemeriksaan ditingkat
pengadilan tinggi.

b. Sistem Inquisatoir
Dalam pemeriksaan ini tersangka dianggap sebagai suatu objek yang harus
diperiksa ujudnya yang berhubungan dengan suatu tuduhan/persangkaan.
Pemeriksaan ujud ini berupa pendengaran sitersangka tentang dirinya
pribadi. Oleh karena sudah ada suatu persangkaan yang sedikit banyak
telah diyakini kebenarannya melalui sumber-sumber pengetahuan di luar
tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupkan
pendorong kepada tersangka supaya mengakui saja kesalahannya.

Dalam sistem ini yang dianut oleh KUHAP maka adapun sistem yang
dipergunkan adalah sistem accusatoir ditingkat Pengadilan dan inquisatoir yang
diperlunak ditingkat penyidikah. Yang diperlunak maksudnya dalam hal ini adalah
bahwa di saat diadakan pemeriksaan terhadap tersangka ditingkat penyidikan dapat
dihadiri oleh keluarganya/panesahat hukumnya.

Dengan adanya sistem ini dapat kita lihat sebagaimana ketentuan dari Pasal 115
KUHAP yang menyatakan;

1. Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat
hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta
mendengar pemeriksaan.

2. Dalam hal kejahatan terhadap eamanan negara, penasehat hukum dapat hadir
dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap
tersangka.

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui sistem apakah yang
dipergunakan dlam pemeriksaan suatu perkara pidana disetiap tingkat

pemeriksaan.
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Untuk membuktikan segala kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada
tersangka maka sebagai pembuktinnya akan diselesaikan pada pemeriksaan
ditingkat pengadilan adapun pihak-pihak yang hadir.

4.3. Perlinduangan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam menanggulangi

peristiwa pidana penganiyaan dalam keluarga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan
persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah
tangga. Dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) maka adanya perlindungan hukum
bagi korban KDRT.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah
suami, walaupun ada juga korban justru sebalikanya, atau orang-orang yag
tersubordinasi didalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang
yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, perwalian
dengan suami dan bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini. Ironisnya
kasus KDRT sering ditutupi oleh sikorban karena berkaiatan dengan steruktur
budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh
negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta
menindak pelakunya.

UU PDKRT secara substantif memperluas institusi dan lembaga pemberi
perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat,
lembaga'sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Peran pihak lainnya lebih bersifat individul. Peran itu diperlukan karena
luasnya ruang dan gerak tindak KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi yag
menangani perlindungan korban KDRT sangat terbatas. Pihak lainnya itu adalah
setiap orang yang melihat, mendengar atan mengetahui terjadinya tindak KDRT.
Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat

serta membantu pengajuan permohonan penetpn perlindungan, pertolongan darurat
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serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung
maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.

Dilihat dari hukum pidana, tindak KDRT ini adalah tindak kekerasan
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undnag Hukum Pidana yakani tindak pidana
penganiyaan, kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan
kehidupan. ‘

Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum
tentu mamahmi bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan.
Bagi korban yang staus sosialnya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas
dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dana atau
memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga
diluar itu, perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ynag cukup serta
akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif membedakan fungsi pelayanan. Artinya tidak
semua institusi dan upemberi sanksi kepada pelku. Perlindungan oleh institusi dan
lembaga non penegak hukum lebih bersifat pelayanan konsultasi, mediasi,
pendampingan dan rehabilitasi. Walaupun demikian peran masing-masing institusi
dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak
KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan
yang bersifat sementara dan pelindugan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan
diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan
pe'lling lama 7 (tujuh) hari dan dalam wakfu 1x 24 jam sejak memberikan
perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini
dapat dilakukan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan
pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan

terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus

36

UNIVERSITASMEDAN AREA



dikantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme Kkerjasama program
pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masarakat perlu segera membangun rumah aman untuk
menampung, malayani dan mengisolasi korban dari pelku KDRT. Sejalan
dengan itu, kepolisian sesuai tugas kewenangannya dapat melakukan
penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang
cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT.
Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahn tanpa surat
perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat
penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

2. Perlindungan oleh Advokat diberikan dalam bentuk kansultasi hukum,
malakukan mediasi dan negosiasi diantara pihak termasuk keluarga korban
dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban ditingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (ligitasi), melakukan
koordinasi dengan sesam penegak hkum, relawan pendamping dan pekerja
sosial (kerjasama dan kemitraan).

3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk
perintah pelindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dapat
diperpanjang. Pengadilna dapat melakukan penahann dengan surat perintah
penahann terhadap pelku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku
tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya
mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari
pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan dari pengadilan.
P'engadilan juga dapat memberikan perlindungan’  tambahan atas
pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.

4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya
pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai denga
profesinya wajib memberikan laporan tertulishasil pemeriksaan medis dan

membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau
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membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai hukum dan alat

bukti.

5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan
dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-
hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi
dengan institusi dan lembaga terkait.

6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban memaparkan secara
objektif tindak KDRT yang diqlminya pada tingkat penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan
secara psikologis dan fisik kepada korban.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan
menangani hak, kewajiaban memberikan penguatan iman dan takwa kepada
korban. i
Bentuk perlindungan dan pelayanan ini masih bersifat normatif, belum

implementatif dan tekanis opersaional yang mudah dipahami, mampu dijalankan dan
diakses oleh korban KDRT. Adalah tugas pemerintah untuk merumuskan kembali
pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisaikana
kebijakan dilapangan. Tanpa upaya sungguh-sunggu dari pemerintah dan semua
pihak, maka akan sangat sulit dan mustahil dapat mencegah apalagi menghapus
tindak KDRT dimuka bumi Indonesia ini, karena berbagai faktor pemicu terjadinya
KDRT dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang terjadinya KDRT merupakan akibat dari suatu sebab
konvensional seperti diharmonisasi dari tekaan sosial ekonomi yang rendah, perangai
dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan peketjaan ternyata tidaklah
ssepenuhnya benar, karena KDRT justru acapkali dilakukan oleh mereka yang
kondosi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan
berpendidikan tinggi.

KDRT merupakan multi persoalan, termasuk persoaln sosial, ekonomi,
budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya sunggug-sungguh itu
diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi
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menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram adil dan
bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.

Sebagai Hak Korban Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam tindak
pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan
Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagimana diatur dalam Pasal 16-
38 PKDRT. _

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU
PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementasi dan tekanis opersional
yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri.
Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan
perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala upaya yag ditujukan untuk memberikan rasa aman
kepada korban yang dilakukap oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang
disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan /atau ancaman kekerasan
dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3).

Permohonan bisa diajukan oleh korban, teman korban, kepolisian, relawan
pendamping, pembimbing rohani (Pasal 29 UU PDKRT) atau orang yang diberi
kuasa oleh korban untuk melaporkan. Namun jika korban dan atau keluarganya
berada dan ancaman yang membahayakan jiwa, hakim bisa saja memberikan
penetapan meskipun korban tidak memintanya.

Permohonan perlindungan korban dapat diajukan setiap waktu dan sesuai
kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan kepolisian
atas kasus KDRT nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan

kePengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan perlindungan
korban.
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Sebagai kensekuensi ketentuan Pasal 26 UU PDKRT yang memungkinkan
korban KDRT melaporkan kepada:

a. Kepolisian setempat dimana korban berada.

b. Kepolisian setempat ditempat kejadian perkara (TKP), maka tempat
mengajukan permohonan diajukan ke pengadilan dimana korban berada
ataupun di TKP.

Permohonan kepada Pengadilan dapat diajukan baik secara tertulis maupun
lisan. Jika permohonan diajukan secar lisan, panitera pengadilan negeri wajib
mencatat permohonan tersebut.

Perlindungan terhadap korban (dan saksi) merupakan hak bagi setiap korban
(dan saksi) tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak
terkecuali korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan
umum yang diatur dalarr} UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT
mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT.

Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU
PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional
yang mudah dipa hami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri.
Hal inilah yang mengakibatkan apa rat kepolisian belum pernah memberikan
perlindungan (sementara) dan mengajukan per mohonan PP bagi korban KDRT ke
Pengadilan sebagaimana ter gambar dalam hasil temuan pemantauan lembaga
Agar ketentuan mengenai per lindungan korban KDRT menjadi implementatif dan
menjadi teknis operasional, maka dibutuhkan standarisasi mengenai penerapan PP
Korban, KDRT. i

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan
rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
ber dasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang
disebut korban adalah orang yang mengalami ke kerasan dan/atau ancaman ke

kerasan  dalam  lingkup rumah  tangga. (Pasal 1 angka 3)
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Dalam UU PKDRT dikenal dua per lindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2)
PP. Perlindungan sementara adalah per lindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
pene tapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu PP adalah penetapan yang
dikeluar kan oleh Pengadilan untuk mem berikan perlindungan kepada korban.
Dalam kasus Arumi, Unit PPA Polda Metro Jaya yang menerima laporan, semestinya
langusung memberikan perlindungan se mentara dalam waktu 1 x 24 jam sejak
Arumi melaporkan ibunya (Pasal lq ayat 1 UU PKDRT) dan ke mudian paling lama
1 x 24 jam Polda Metro Jaya harus me nga jukan permohonan PP kepada pengadilan.
Dengan demikian Aru mi tidak perlu mengajukan per mohonan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Setelah dikeluarkannya penetapan PP dari PN Jakarta Selatan, Polda
Metro Jaya langsung melakukan perlindungan kepada Arumi, yang teknisnya bisa

saja beker jasama dengan LPSK atau pihak tertentu namun tanggung jawabnya tetap
POLDA.

44. Kasus dan Tanggapan kasus
a. Kasus
Perkara yang diajukan perkara No. 31832/Pid.B/2009/PN.Mdn. atas nama:
Nama : PONCO
Tempat Lahir  : Mabar
Tgl. Lahir : 27 Agustus 1963
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin  : Laki-laki
Tempat Tinggal : J1. Pancing
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 4 Agustus 2009

samapi sekarang.
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5.1.

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

. Kekerasan dalam keluarga tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antara

individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan
dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabdian
terhadap martabat manusia. .Kekerasan terhadap perempuan merupakan
refleksi kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan
perempuan dihadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari
ketidakadilan.

Adapun faktor-faktor _yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan
dalam rumah tangga adalah: Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri,
tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan isteri,
ketidakmampuan ekonomi secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang
dilakukan suami, pengaruh minuman keras, akibat adanya kawin paksa dari

pihak keluarga, masyarakat dan budaya.

. UU PDKRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang

bersifat sementara dan pelindugan dengan penetapan pengadilan serta
pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya
masing-masing: Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara,
Perlindungan oleh Advokat, perlindungan dengan penetapan pengadilan
i)erlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul
terhadap korban, pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama
dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT,pelayanan pekerja
sosial, pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban, pelayanan
oleh pembimbing rohani diberikan untuk meeberikan penjelasan menangani

hak, kewajiaban memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.
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T Memmba«m bahwa berdasarkan keteranoan salsi-ankar dan Kolerangan londlakas dinubungkan
dengan barang buktl M'ﬂelb Hakim berpendap bahwa tordakwa telah mela

semua unsur dari pasal_ 44 ayat {1) UU RI No. 23 Tahur: 2004,

vang memenuhi

Memmbang, bahwa o!eh karena itu terdakwa dinyatakan tarbukti secara syah dan menvakinkan bs
melakukan tmdak pndana

rsalah

, dan oteh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaamana disebutkan dalam amar
putusan ini ; ~—-----m-memm e

’

Menimbang, bzhwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan

alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena
itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

-—- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penzhanan yang telah dijalani

terdakwa’ dikurangkan seluruhnya dari pldana yang dijatuhkan dan memermtahkan pula agar terdakwa tetap
berada dalam tahanan’; - --

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan
_ ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;---------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinayatakan bersatah , maka terdakwa dibebani untuk
membayar biaya perkara ini ; = ‘

-—— Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana periu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan :

Yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terfuka.
Yang meringankan : :

Terdakwa sangat menyesah perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
Terdakwa belu'n pemah ‘dihukum .

Terdakwa tefah berdamai déengan korban dan mau bersatu kembali membina rumah tangganya.

'Méniﬁibang,“ bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara
persidangan ini dianggap merupakan bagian yanig tidak terlepas dari putusan ini ; -—----------
—-— Mengingat pasal-p3asal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -------------

MENGADILELTI :

-

Menyatakan Terdakwa : PONCO tersebut telah terbukti secara sah den meysakinikan bersalah
meldkiikan tindak pidana * KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA:

Menjatuhkan Pidana terdakwa tersebut diatas, cleh karena itu dengan pidana Penjara sslama 1{satu)

Tahun.

Memerintahkan masa penahanan yang tefsh dijaiani terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang difatubkan ters

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalsm @ ~hanan, .
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,_ . Hal 3

Yang dineriksz

—---- Demikianlah Berita Acara Pemeriksa

an i diperbnat dengan sehenamya atas sumpnh jabatan, kemug
ditutup dan:ditanda tangani di Polsekta Medan Labuhan pada hari Rahy tanpeal 29 0uli 2009 e 3
|
Yang momeriksa

i e B '

Y | B s

___P.SIAHAAN

AIPTU NRP 63010672
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Jurnal Draf

PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA
{Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Marsella
Fakultas'Hukum Universitas Medan Area

ABSTRAC
Victims of domestic violence used to be myths and personal issues. Now the facts
and realities of domestic life. With the enactment of Law 23 of 2004 on the
Elimination of Domestic Violence (Law PDKRT) the issue of domestic violence has

become public domain.

Keywords ; Victims, Law

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Negara  Indonesia  adalah
Negara hukum, dimana untuk
membuktikan kesalahan seseorang
haruslah diselesaikan dengan hukum
yang berlaku. Demikian juga halnya
mengenai tindak penganiayaan hanya
dibatasi penganiayaan dalam keluarga.

Selain KUHPidana maka
ketentuan l'lukum yang berhubungan
dengan penganiyaan dalam keluarga
ini adalah undang-undang No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Orang yang menetap dalam
rumah tangga sebagimana ditentukan
dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang
No.23 tahun 2004 meliputi:
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Suami, isteri dan anak.

b. Orang-orang yang mempunyai

hubungan keluarga dengan orang

sebagimana dimaksud pada

huruf a karena hubungan' darah,

perkawinan, persusuan,
pengasuhan dan perwalian, yang
menetap dalam rumah tangga
dan atau,

c. Jadi yang bekerja membantu

rumah tangga dan menetap

dalam rumah tangga tersebut.

Apabila telah terjadi suatu
tindak pidana ditengah - tengah

keluarga maka




instansi yang berwajib akan
memproses tindak pidana tersebut,
sehingga dengan demikian sipelaku
yang terbukti melakukan perbuatan
pidana  tersebut  akan  diminta
pertanggungjawabannya.
Perumusan Masalah )

Adapun masalah dari penelitian ini
sebagai berikut:

1.  Faktor-faktor apa, terjadi
peristiwa pidana penganiyaan dalam
keluarga? i
perlindungan
hukum dan kebijakan hukum dalam

menanggulangi  peristiwa pidana

2.  Bagaimana
penganiyaan dalam keluarga?

TINJAUAN PUSTAKA

Delik didalam kamus bahasa
Indonesia diberikan suatu batasan
sebagai pérbuatan yang  dapat
dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana. ‘

Delik berasal dari bahasa latin
yakni Delictum. Dalam bahasa Jérman
disebut Delict dalam bahasa perancis

Qdisebut *delit, dan dalam bahasa
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Belanda disebut delict. Namun ada
pakar hukum yang menyatakan bahwa )
rumusan tentag delik tersebut diatas
tidaklah tepat karena yang dapat
dihukum
manusianya.
Jika dilihat Pasal 1 Ayat 1
KUHPidana yang berbunyi “tiada
suatu perbuatan boleh dihukum

perbuatannya tetapi

melainkan atas kekuatan aturan pidana
dalam undang-undang yang telah ada,
sebelum perbuatan itu dilakukan.
Lebih tepatnya seperti disampaikan
Van Hattum bahwa perbuatan orang
yang melakukannya sama sekali tidak
dipisahkan.

Dalam prinsipnya jika terjadi
peristiwa pidana, maka pemerintah
yang diwakili oleh polisi, kejaksaan
dan kehakiman tanpa permintaan dari
korban peristiwa pidana itu segera
bertindak melakukan pemeriksaan,
penuntutan dan memberikan hukuman
kepada orang-orang yang bersalah.
Akan tetapi dari banyak peristiwa
pidana itu ada beberapa jenis, hampir
semuanya kejahatan yang hanya dapat
dituntut atas pengaduan (pemintaan)

dari orang yang kena peristiwa pidana.
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kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksuaf psiklogis dan atau
penelataran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.
Sedangkan

kekerasan

jnis-jenis  dari
sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang No.23 Tahun
2004 adalah meliputi hal yang diatur
dalam Pasal 5 yaitu : ,
Setiap orang dilarang

melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap orang dalam lingkup
rumah tangga dengan cara:

- 1. Kekerasan Fisik

2. Kekerasan Psikis

3. Kekerasan Seksual

4. PenelantaranRumah tangga.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya
Tindak Kekerasan terhadap
perempuan Dalam Rumah Tangga

Sebagian besar korban KDRT
dulu dianggap mitos dan persoalan
pribadi. Kini menjadi fakta dan realita
dalam kehidupan rumah tangga.
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Dengan berlakunya Undang-undang
No.23 Tahun 2004 tentang
Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga (UU PDKRT) maka
persoalan KDRT ini menjadi domain

publik.

Penghapusan

UU PDKRT secara substansif
memperluas institusi dan lembaga
pemberi perlindungan agar mudah
diakses oleh korban KDRT, yaitu
pihak keluarga, advokat, lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan atau pihak lainnya, baik
perlindungan  sementara  maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
Disini terlihat, bahwa institusi dan
lembaga pemberi perlindungan itu
tidak terbatas hanya lembaga penegak
hukum, tetapi termasuk juga lembaga
sosila bahkan disebutkan pihak
lainnya.

Kekerasan dalam keluarga
tidak dapat dipartdang lagi sebagai
masalah antara individu, tetapi
merupakan masalah sosial dalam
masyarakat yang berkaitan dengan
segala bentuk penyiksaan, kekerasan,
kekejaman dan pengabdian terhadap
martabat manusia. Kekerasan terhadap
refleksi

perempuan merupakan



kekuasaan laki-laki dan merupakan
perwujudan kerentanan perempuan
dihadapan laki-laki, bahkan

merupakan gambaran dari
ketidakadilan. ’
Rasa rendah diri dan keinginan

perempuan untuk didominasi, serta
mitos bahwa kekerasan adalah suatu
hal yang tidak terelakan dalam
hubungan  perempuan laki-laki.
Disamping asumsi-asumsi tertentu
yang hidup dalam  masyarakat
mengenai pembagian peran perempuan
dan laki-laki, salah satu hal yang turut
melegitimasi  kekerasan  terhadap
perempuan adalah penafsiran terhadap
pehaman agama.

Adapun faktor-faktor yang
melatarbelakangi terjadinya tindak
kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. Kurangnya komunikasi antara
suami dan isteri
Komunikasi dalam keluarga
merupakan  faktor  yang
menentukan  keharmonisan
keluarga. Kesetaraan dalam

komunikasi tampakanya di

pengaruhi pula oleh

penguasaan sumber ekonomi,

sosial dan ekonomi,
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sosiaa dan budaya yang
melingkupi keluarga.
Kebiasaan suami yang suka
main perintah menimbulkan
kekesalan pada isteri,
sehingga memunculkan
respon dalam percakapan
yang seringkali
mengakibtakan  pemukulan
terhadap isteri. Perbedaan
pendapat  terhadap suatu
pokok persoaln keluarga yang
mengakibatkan  pemukulan
terhadap isteri.

. Tidak ada  keharmonisan

dalam rumah tangga

Antara suami isteri sering
terjadi percekcoan  dan
perselisiahn  yang  terus
menerus berlangsung,
sehingga dalam perselisihan
tersebut seringkali
menyebabkan suami menjadi
marah dan seri ng menyakiti

dan memukul isteri.

. Kesalahan isteri

Ketidakpatuhan isteri terhadap
suami, terlalu mudah
cemburu, melalaikan

pekerjaan rumah tangga, hal




seperti ini  menimbulkan
terjadinya tindak kekerasan
terhadap isteri. Sehingga
apabila mereka mengalami
tindak kekerasan suaminya
akan cendrung tidak
membantah, diam dan hanya
menangis.

. Ketidakmampuan  ekonomi
secara ekonomi

Kurangnya ras tanggung
jawab akan kebutuhan rumah
tangga, tidak memberi nafkah
pada isteri, tidak mempunyai
pekrjaan/ penggangguran. Hal
ini dapatmemicu terjadinya
tindak kekerasan. Karena
isteri sering menunut
kebutuhannya dipenuhi

. Adanya perselingkuhan yang
dilakukan suami

Pada  saatdiketahui isteri.
S'iisteri menuntut pemutusan
hubungan

dengan suami. Akan tetapi
hal yang memang telah
seharusnya dilakukan sang
Suami didasarkan pada ikatan
perkawinan yang telah ada.
Yang tertutup oleh egoisme
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suami menjadikan pemukulan

terhadap isteri.

. Pengaruh minuman keras

Setelah suami pulang dari
acara kumpul-kumpul dan
karena ajakkan teman serta
pengaruh lingkungan sekitar,
biasanya  mereka pulal;g
dengan keadaan mabuk. Isteri
yang menasehati agar jangan
minum karena tidak baik
untuk kesehatannya langsung
dipukul. Walaupun
pemukulan tersebut dilakukan
tanpa sadar dan karena
pengaruhminuman keras serta
karena sang sumi sudah teler
berat.

. Akibat adanya kawin paksa

dari pihak keluarga.

Budaya masyarakat yang
masih ada  menikahkan
anakanya ' dengan paksaan.
Pernikahan yang tidak ada

landasan cinta.

. Masyarakat dan Budaya.

Masyarakat dan  budaya
masyarakat merupakan dua
hal yang terkait erat, karena

buda?'a tetbentuk dari
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pelakunya adalah suami, walaupun ada
juga korban justru sebalikanya, atau
orang-orang yag  tersubordinasi
didalam rumah tangga itu. Pelaku atau
korban KDRT adalah orang yang
hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuan,

mempunyai

perwalian dengan suami dan bahkan
pembantu rumah tangga, tinggal
dirumah ini. Ironisnya kasus KDRT
sering ditutupi oleh sikorban karena
berkaiatan dengan steruktur budaya,
agama dan sistem hukum yang belum
dipahami. Padahal perlindungan oleh
negara dan masyarakat bertujuan untuk
memberi rasa aman terhadap korban
serta menindak pelakunya.

Korban KDRT atau bahkan

lembaga pemberi perlindungan itu‘

sendiri belum tentu mamahmi
bagaimana perlindungan itu
didapatkan dan bagaimana diberikan.
Bagi korban yang staus sosialnya
lebih tinggi atau institusi dan lembaga
yang tugas dan fungsinya selaku
penegak hukum, tentu persoalan
mendapatkan dana atau memberikan
perlindungan itu bukanlah masalah.
Tetapi bagi institusi dan lembaga
diluar  itu, perlu mendapatkan
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pengetahuan dan keterampilan ynag
cukup serta akreditasi selaku‘institusi
dan lembaga pemberi perlindungan
terhadap korban KDRT.

UU PDKRT secara selektif
membedakan  fungsi
Artinya tidak semua institusi dan
upemberi  sanksi kepada pelku.

pelayanan.

Perlindungan oleh institusi dan
lembaga non penegak hukum lebih
bersifat pelayanan konsultasi, mediasi,
pendampingan  dan  rehabilitasi.
Walaupun demikian peran masing-
masing institusi dan lembaga itu
sangatlah penting dalam upaya
mencegah dan menghapus tindak
KDRT.

Selain itu, UU PDKRT juga
membagi perlindungan itu menjadi
perlindungan yang bersifat sementara
dan pelindugan dengan penetapan
pengadilan serta pelayanan diberikan
oleh institusi dan’lembaga sesuai tugas
dan fungsinya masing-masing:

1. Perlindungan oleh kepolisian

berupa perlindungan sementara
yang diberikan paling lama 7
(tujuh) hari dan dalam waktu.
1x 24 jam sejak memberikan

perlindungan, kepolisian wajib




meminta  surat  penetapan
perintah  perlindungan dari
pengadilan. Perlindungan
sementara oleh kepolisian ini
dapat dilakukan bekerjasama
dengan tenaga kesehatan,
sosial, relawan pendamping
dan pembimbing rohani untuk
mendampingi korban.
Pelayanan terhadap korban
KDRT ini harus menggunakan
ruang  pelayanan  khusus
dikantor kepolisian dengan
sistem dan mekanisme
kerjasama program pelayanan
yang mudah diakses oleh
korban.

Pemerintah dan masarakat
perlu  segera  membangun
rumah aman untuk
menampung, malayani dan
n}engisolasi korban dari pelku
KDRT. Sejalan dengan itu,
kepolisian sesuai tugas
kewenangannya dapat
melakukan penyelidikan,
penangkapan dan penahanan
dengan bukti permulaan yang
cukup dan disertai dengan
perintah penahanan terhadap
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pelaku KDRT. Bahkan
kepolisian dapat melakukan
penangkapan dan penahn tanpa
surat perintah terhadap
pelanggaran perintah
perlindungan, artinya surat
penangkapan dan penahanan
itu dapat diberikan setelah 1x
24 jam.

. Perlindungan oleh Advokat

diberikan  dalam  bentuk
kansultasi hukum, malakukan
mediasi dan negosiasi diantara
pihak  termasuk  keluarga
korban dan keluarga pelaku
(mediasi) dan mendampingi
korban ditingkat penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan
dalam sidang pengadilan
(ligitasi), melakukan
koordinasi dengan  sesam
penegak  hkum, relawan

pendamping dan pekerja sosial

(kerjasama dan kemitraan).
. Perlindungan dengan
penetapan pengadilan

dikeluarkan dalam  bentuk
perintah  pelindungan yang
diberikan selama 1 (satu) tahun

dapat diperpanjang. Pengadilna



dapat melakukan penahann
dengan surat perintah penahann
terhadap pelku KDRT selama
30 (tiga puluh) hari apabila
pelaku  tersebut melakukan
pelanggaran atas pernyataan
yang ditandatanganinya
mengenai kesanggupan untuk
memenuhi perintah
perlindungan dari pengadilan.
Pengadilan juga dapat
memberikan perlindungan dari
pengadilan. Pengadilan juga
dapat memberikan
perlindungan tambahan atas
pertimbangan bahaya yang
mungkin  timbul  terhadap
korban.

. Pelayanan tenaga kesehatan
penting sekali artinya terutama
dalam upaya pemberian sanksi
t'erhadap pelaku  KDRT.
Tenaga kesehatan sesuai denga
profesinya wajib memberikan
laporan tertulishasil
pemeriksaan medis dan
membuat visum et repertum
atas  permintaan  penyidik
kepolisian atau membuat surat

keterangan medis lainnya yang
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mempunyai hukum dan alat
bukti.

. Pelayanan  pekerja  sosial

diberikan  dalam bentuk
konseling untuk menguatkan
dan memberi rasa aman bagi
korban, memberikan informasi

mengenai  hak-hak  korban

untuk mendapatkan
perlindungan, serta
mengantarkan koordinasi

dengan institusi dan lembaga

terkait.

. Pelayanan relawan pendamping

diberikan  kepada  korban
memaparkan secara objektif
tindak KDRT yang dialminya
pada  tingkat  penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan
pengadilan, mendengarkan dan
memberikan penguatan secara
psikologis dan fisik kepada

korban.

. Pelayanan oleh pembimbing

rohani diberikan untuk
meeberikan penjelasan
menangani hak, kewajiaban
memberikan penguatan iman

dan takwa kepada korban.



Bentuk  perlindungan  dan
pelayanan ini masih bersifat normatif,
belum implementatif dan tekanis
opersaional yang mudah dipahami,
mampu dijalankan dan diakses oleh
korban KDRT. Adalah  tugas
pemerintah  untuk  merumuskan
kembali pola dan strategi pelaksanaan
perlindungan dan pelayanan dan
mensosialisaikana kebijakan
dilapangan. Tanpa upaya sungguh-
sunggu dari pemerintah dan semua
pihak, maka akan sangat sulit dan
mustahil dapat mencegah apalagi
menghapus tindak KDRT dimuka
bumi Indonesia ini, karena berbagai
faktor pemicu terjadinya KDRT
dinegeri ini amatlah subur.

Bahwa anggapan orang
terjadinya KDRT merupakan akibat
dari suatu sebab konvensional seperti
diharmonisasi dari tekaan sosial
ekonomi yang rendah, perangai dan
tabiat pelaku yang kasar, serta gagal
dalam karier dan pekerjaan ternyata
tidaklah ssepenuhnya benar, karena
KDRT justru acapkali dilakukan oleh
kondosi sosial

mereka  yang

ekonominya baik, sukses karier dan
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pekerjaannya, bahkan berpendidikan
tinggi.

KDRT merupakan  multi
persoalan, termasuk persoaln sosial,
ekonomi, budaya, hukum, agama dan
hak asasi manusia. Upaya sunggug-
diharapkan  dapat

struktur dan
karakteristik multi persoalan tadi

sungguh  itu

mempengaruhi

menjadi nilai yang diyakini benar dan
dapat memberi rasa aman, tenteram
adil dan bermartabat bagi keluarga dan
bangsa Indonesia.

Meski perlindungan korban
KDRT merupakan hak yang sudah
dijamin UU PKDRT, namun sifatnya
masih normatif, belum implementasi
dan tekanis opersional yang mudah'
dipahami baik aparat penegak hukum
maupun korban KDRT itu sendiri. Hal
inilah yang mengakibatkan aparat
kepolisian belum pernah memberikan
perlindungan (sementara) dan
mengajukan permohonan bagi korban.

Perlindungan adalah segala
upaya yag ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban
yang dilakukan oleh pihak keluarga,
advokat, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan atau pihak
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lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan
(Pasal 1 angka 4 UU PKDRT).
Sementara yang disebut korban adalah
orang yang mengalami kekerasan dan
/atau ancaman kekerasan dalam
lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka
3).

Permohonan perlindungan
korban dapat diajukan setiap waktu
dan sesuai kebutuhan korban. Jika
korban  memilih  untuk  tidak
meneruskan laporan kepolisian atas
kasus KDRT nya, maka korban tetap
bisa mengajukan permohonan
penetapan kePengadilan. Sementara itu
pengadilan yang menerima
permohonan perlindungan korban.

Sebagai kensekuensi ketentuan

Pasal 26 UU PDKRT yang
memungkinkan korban KDRT
melaporkan kepada:

a. Képolisian setempat dimana
korban berada.

b. Kepolisian setempat ditempat
kejadian perkara (TKP), maka
tempat mengajukan
permohonan  diajukan ke

pengadilan dimana korban

berada ataupun di TKP.
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Permohonan kepada
Pengadilan dapat diajukan baik secara
tertulis  maupun lisan. Jika
permohonan diajukan secar lisan,
panitera pengadilan negeri wajib
mencatat permohonan tersebut.

Perlindungan terhadap korban
(dan saksi) merupaka;n hak bagi
setiap korban (dan saksi) tindak
pidana (Pasal 5 uu
Perlindungan Saksi dan Korban).
Tak terkecuali korban (dan
saksi) dalam tindak pidana
KDRT. Selain ketentuan umum
yang diatur  dalam UU
Perlindungan Saksi dan Korban,
korban KDRT

aturan  khusus

mempunyai
sebagaimana
diatur dalam Pasal 16-38 UU
PKDRT.

KESIMPULAN DAN SARAN




1. Adapun faktor-faktor

Kesimpulan

yang
melatarbelakangi terjadinya
tindak kekerasan dalam rumah
tangga
komunikasi antara suami dap

adalah: Kurangnya

isteri, tidak ada keharmonisan
dalam rumah tangga, kesalahan
isteri, ketidakmampuan

ekonomi secara ekonomi,
adanya perselingkuhan yang
dilakukan

minuman keras, akibat adanya

suami, pengaruh

kawin paksa dari pihak
keluarga, masyarakat dan
budaya.

. UU PDKRT juga membagi
perlindungan itu  menjadi
perlindungan yang bersifat
sementara dan pelindungan
dengan penetapan pengadilan
serta pelayanan diberikan oleh
institusi dan lembaga sesuai
tugas dan fungsinya masing-
oleh
kepolisian berupa perlindungan
sementara,

Perlindungan oleh Advokat,

masing: Perlindungan

perlindungan dengan penetapan
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pengadilan perlindungan
tambahan atas pertimbangan
bahaya yang mungkin timbul
terhadap korban, pelayanan
tenaga kesehatan penting sekali

artinya terutama dalam upaya

pemberian  sanksi terhadap
pelaku  KDRT, pelayanan
pekerja  sosial, pelayanan

relawan pendamping diberikan
kepada korban, pelayanan oleh
pembimbing rohani diberikan
untuk meeberikan penjelasan
menangani  hak, kewajijban
memberikan penguatan iman

dan takwa kepada korban.

dasarnya  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dapat
diselesaikan melalui
musyawarah antara pihak yang
berselisih séhingga dalam hal
ini hendaknya upaya tersebut

dapat lebih ditekankan.

Perlindungan Hukum yang
dilakukan untuk  korban
Kekerasa  Dalam  Rumah
Tangga hendaknya kepada
instansi  kepolisian  sebagai




instansi terdepan dalam
penegakan hukum dapat lebih
bijak dan sigap dalam hal
menerim pengaduan
masyarakat sehingga hukum

dapat ditegakkan.
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